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f‘. I]Fﬁrr I'au'\l H:.

Angeola militer merupakan hagian darf wares negara vang memiliki toeas Khosus
vakni melakukan pembelaan terhadap negara dengan menggunakan senjaa. Oleh karena
itn bagi militer yang didoga melakukan tindak pidana maka akan berlako hukum Khusus
dan akan diproses melalui mekanisme Pengadilan Militer. Salah satu bentuk tindak
pidana yang kerap terjadi di kalzngan mititer vaitu tindak pidana desersi vang merupakan
suatu lindakan ketidakhadiran scorang militer tanpa izin di kesotuan lebih dari tiga pulub
hari dalam masa damai dandatan lebih dars empat hari dalam masa perang, Permasalahan
dalam penulisan ini adalsh 1} Perbedaan antara desersi sebagai kejahatan ketidakhadiran
tanpa izin dengan pelangzaran disiplin militer. 2} bagaimanakah proses pemeriksaan
tindak pidana desersi di Pengadilan Militer 03 Padang, 3} apa yang menjadi kendala
dalamy proses pemertksaan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer 103 Padang,
Metode pendekatan yvang digunakan pada penelitian ini adalah vuridis sosiologis, yailu
berupa pendekatan terhadap masalab vang melabsi penelitizn hukem dengan melihat
norma hukum vang berlaku dan dibubungkan denpan kenvataan terhadap permasalahan
vang akan penuiis bahas dalam penelitian mi. Hasil penelittan memperlihatkan bahwa 1)
desersi merupakan suatu tndak pidana ldsk tergelong kepada pelanggaran disiplin
militer walaupun menurut sifatnyva desersi adalzh tindakan vang tidak boleh teejadi di
lingkungan kehidupan militer. Akan tetapi karens penindakan secara disiplin militer
dipandang kurang memadom maka deserst tdak merupakan pelanggaran disiplin militer
melainkan tindak pidana. 2} Proses pemeriksaan tindak pidana desersi dapat dilakukan
denpan dua cara vaitu denpan hadirmnya terdakwa dan tanpa hadirnya terdakwa atan yang
lebih dlikensl dengan pemeriksasn In Absensia. Pemeriksaan dengan dihadini Terdakwa
sama denpan pemeriksaan findak pidana lain sedangkan pemeriksaan In Absensia dalam
praktcknya dapat dilakukan sama denpan proses pemeriksasn biasa letapi yang
membedakan yakni persidangan tersebut tidak dikadini Terdakwa, 3) Dalam pemeriksazan
tindak pidana desersi juga mengalami hambatan-hambatan vaitu oleh karena pemeriksaan
ditakukan secara In Abszensia maka dibutubkan kebati-hatian Hakim dalam menilai fakia
atau bukti vang terungkap di persidangan karena dalam prakicknya tuntutannya selalu
disenal dengan pidana tambaban vaite permecatan, Hakim harus bisa mengungkap hal
vang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana desersi. serna keterangan saksi
vang kebanyakan lebiby meringankan Terdakwa dan berupaya menutupi latar belakang
lerdakwa melakukan desersi. Penulis menyarankan Komandan scbagai Atasan Yang
Berhak Menghukum dibarapkan melaksanskan fungsinya dalam mengambil tindakan
disiplin terhadap setiap pelangparan, melaksanakan Fungsinya schagai penyidik terhadap
prajurit bawahannya vang ada dibawah wewenang komandonya jika terjadi peristiwa
vang patut diduga merupakan Gndak pidana, sementars ity Hakim dapat melaksanakan
fungsinya ggar pulusan yange dijatuhkan mencapai tlujuannya,



BAR I

PENDAHULUAN

A, Latar Belaloane Masaiah

Peradilan pada hakekatnva merupakan lembaga lempal setiap warga masvacakal
memperjuangkan, memperoleh dan mempertahankan  hak-haknyd, Khusus mengenai
peradilan pidana, maka fungsi dari lembaga-lembaga ini menjadi demikian penting
Karesa disinilah hukum pidana dan hukum acara pidana sebapal cabang bukum vang
paling berkaiton denpan hak-hak asasi manosia akan divji dan ditegakkan. Demikian juga
dengan Peradilan melwer yong merupskan pelaksana kekuasazn kehakiman di lingkungas

Anghatan  Bemsenjata (Militer]) wntluk menegakikan hubwm dan keadilan denpan

memperhatikan Bepentingan penyvelenggarasn pertahanan keamanan negara.

Sebagal suaw sistem. Indoenesia terdin atas sub-subsisiem atav elemen-elemen
fukum vang beraneka, antarz fain Hukum Taa Megara (vang bagian-bagiannva terdiri
dart IMukum Taa Nepara dalam arti sempit dan Hukum Tata Pemerintahan), Hubkuom

ertdats (Hukum Perdats dalam anti sempit, Hukum Dagang), Hukum Pidana (lerdin Jari
Hukumm Pidana Umum, Hukum Pidana Tentara, Hukwm Pidana ekonomi, Hukum Acara
Pidana) sema Hubum Intermasional (eerdini dari Hukum Intermasiona] Publik dan Hukum

Perdata Internasional )’

Hukum smiliter dan sualu negara merupakan sub sistern hokum dard negara

tersebutl, karena militer ity adalah bagian dari suatu masvarakav'bangsa vang melakokan
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tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dengan mengzunakan
senjola atan dengan kata lain tugas utamanyva adalah benempur. Militer adulub arang
terdulik, dilatih dan dipessiapkan untuk bestempur, Karena it bagi mereka diadakan
narma-norma alau kaidah-koidah yvang khusus, Mereka barus tendek tanpa reserve pada
tate kelakusn vang ditenikan dengan pasti dan vang pelaksansannva diawasi denpan

ketat.?

Pada dasarnva setiap warga negara sama kededukanva di dalam hukum bepgitu
pula halnya dengan hak dan kewajibannva. Anggotz militer merupakan bazian dadi
warga negara vang mempunyal lugas khusus vang dibebankan terhadapnyva vakai
melakukan pembelasn terhadap negara dengan menggunakan senjata. Olel karena i
maka hukum mengenai militer diator khusos atag werpisah dengan masyarakar pada
amumrtya, Pelanggaran terhadap bukum pidana akan diproses melalui mekanisme vang
ada, dan apabila melzkokan ondak pidana smuom akan diproses melafui Sistem Peradilan
Fidanag Lirnum denpan komponen {subsistem) terdini dari Polisi selaku penyvidik. Jaksa

selaku penuntut, Hakim. dan Petupas Lembags Pemasvarakatan,

Begitu juga halnyva jika seorang Prajuric aau Anggota Militer temsebut didugs
melakukan tindak pidana maka skan berlaku hukum khusus dalam menpadili Gndakan
tersebut. Hal ini seseail dengan persvaratan suatu hukum pidana khusus vaitn subijek
Aukum atau tindak pidana tementu. atau terdapatnys penvimpangan dari ketentuan ermum

s2ik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil,

e Mabiog, MOG, Seperai Peradilae Milider Idsaesi, sumber; o hime on i, tanggsal W April 2007
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BAR IV

FENLTUF

Kesimpulan

Perbedaan antara deserst sebapai kejahatan ketidakbadiran tanpa ein dengan
pelangearan disiplin militer adalah desersi merupakan tindak pidana veng diatur
dalam KUHPM vang apabila seorang militer didupa memesubi unsur-unsur tindak
pidana desersi maka akan diperiksa di Pengadilas militer. Sekalipun lazim dischuoi
schapai pelanggaran disiplin akan tetapi mengingat perbuatan tersebui tidak boleh
terjadi maka penindakan secara hukum disiplin dipandang sudah korang memadai dan
tidak mengandung cfek jera. Sedangkan pelangparan disiplin militer merupakan
perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan
alau perhuatan vang tidak sesuai dengan tata kehidupan militer.

Proses pemeriksaan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer 1-03 Padang dapat
dilakukan dalam dua proses yait pertama pemeriksaan tindak pidana desersi dengan
hadimya Terdakwa dan kedua pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Terdakwa atau
vang lebih dikenal dengan pemeriksaan In Absensia, Pemeriksaan dengan kehadiran
Terdakwa lebih kurang sama dengan pemeriksaan tindak pidana lainnyva di
Pengadilan Militer 1-03. Yang menjadi kekhususan dulam tindak pidana desersi ini
adalah pemeriksazn ln Absensia vaitu persidangan yang dapat dilakukan tanpa
hadimya Terdakwa yang tidak dapat diterapkan pada tindak pidana lain,
Eendala-kendala vang ditemui dalam persidangan diantaranva Hakim harus lebih

berhati-hati menilai semua fakia dan bukti vang terungkap dalam persidangan.
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terutama dalam proses pemeriksasn tindak pidana desersi tanpa dihadind Terdakwa.
Karena hiasanya dalam tuntutannyva selaly disertai denpan pidana tambahan vaitu
pemecatan. Hakim harus bise mengungkap hal vang melatarbelakangi Terdakwa
melakukan tindak pidana desersi, serta keterangan saksi yang kebanyakan iebil

mermgankan Terdakwa dan memnupi alasen Terdakwa melokukan desers:.

. Saran

Seorzng Komandan atau Atasan Langsung vang berkedudukan sehagai Atasan Yang
Berhak  Menghukum  diharapkan  agar dapat  melaksanakan  fungsinva  dulam
mengambil tindakan disiplin terhadap  sctiap pelanggaran vang dilakukan oleh
bawahannya dalam upava mencgakkan dan membina  disiplin militer.  Serta
melaksanakan fungsinya sebagai penvidik tethadap prajurit bawahannya vaneg ada
dibawah wewenang komandonya jika tegadi peristiwa vang patut didugs merupakan
tindak pidana,

Dalam  proses  pemeriksazn  persidangan diharapkan Hakim supaya dapat
melaksanakan fungsinya agar pemeriksaan tindak pidana desersi baik dengan atau
tanpa dihadiri Terdakwa (In Absensia) benar-benar terlabsana sebapaimana mestinya

dan menjatuhkan pidana vang sesuaj dengan kesalahan si pelaku.
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